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PEBIANIIAN KERIA SAMA

AIVTAILA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN

UNTVERSITAS GADJAH MADA;
RUMAH SAKTT UMUM PUSAT DR. SOERADII TIRTONEGORO;

DAN
RUMAH SAKTT DAERAH BAGAS WARAS

TENTANG
RI,JMAH SAKIT DAERAH BAGAS IryARAS

SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILASI
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN

UNTYERSITAS GADIAH MADA

Nomor
Nomor
Nomor

: 217 NN1. lF I(KMKIKAP/FI[?2O1 9

: HIC03.01fiI .U $ A3l2o19

:019.612812019

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (5-&2019)
bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Prof. dr. Ova Emilia M. MedE4 Sp.OG(K), PILD., Dekan Fakultas Kedokteran,
Kesehatan Masyarakat dan Keperawataru Universitas Gadfah Mada yang diangkat
berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor
1346/LIN1.P/FIUKOR72016 tanggal (E Oktober 2015, dalam jabatannya tersebut
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteraru Kesehatan Masyarakaf dan
Keperawatan, Universitas Gadjah Mad+ berkedudukan dan berkantor di Jalan
Farmako, Sekip Utara, Yogyakart4 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

I &. Endang Widyaswati, N{.Kes, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSLIP) Dr.
Soeradji Tirtonegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik krdonesia nomor KP.03-03/IVIenkes/19612A1,8 tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatan Dari Dan Dalam |abatan Pimpinan Tinggr Pratama Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 3O April 201& dalam jabatannya
tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji
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Tirtonegoro, berkedudukan dan berkantor di lalan. KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro

Nomor 1 Klaten, selaniutnya disebut sebagai PIHAKKEDU&

UI. dr. Limawan Budiwibowo, M.Kes., Direktw Rumah Sakit Daerah Bagas Waras

Kabupaten Klaterg yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor

824.4105110 tanggat L2 Januari 2017 terrtang Pengukuhan Pejabat Fungsional Yang Diberi

Tugas Tambahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam jabatannya

tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Bagas Kabupaten Klatery

berkedudukan dan berkantor ]atan Ir Soekarno Y\rn 2, BuntalarU Klaten Tengah, Klaten

selaniutnya disebut sebagai PIIIAK KETIG&

PIHAK PERTAMA dan PIIIAK KETIGA bersepakat untuk merrpdikan Rumah Sakit Daerah

Bagas Waras Kabupaten K1aten sebagai rumah sakit perrdidikan satelit Fakultas Kedokteran,

Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadiah Mada dan PIHAK KEDUA

mendukung dalam sistem ruiukan pendidikan dan pelayanan derrgan ketentuan diatur

sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal L

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian i.i y*g dimaksud dengan:
a. Fakultas adalah Fakultas KedokterarU Kesehatan tdasyarakat, dan Keperawatan Universitas

Gadjah Mada yang beralamat di Ialan Farmako sekip utara Yogyakarta 55281.

b. Rumah Sakit Umum l\rsat adalah RSLJP Dr. Soeradii Tirtonegoro yang meruPakan unit

pelaksana telrris di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang beralamat

di Jl. KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten, ]awa Tengalu

c. RSD adalah Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Klaten yang beralamat di II. Ir Soekamo KM

Z Buntalan, Klaten Tengatu Klateru jawa Tengah.

d. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteraru I(esetntan Masyarakat, dan Keperawatan

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
e. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji

Tirtonegoro dan Direktur Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.

f. Dosen klinis adalah nrerupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikarL merrgembangkan, dan merryebarluaskan ilmu pengetahuan dan

teknologi dary'atau keterampilan klinis melalui pelayanan, Perrdidika& penelitian, dan

pengabdian dosen kepada masyarakat.

g. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan rumah sakit, untuk

memelihara dan merringkatkan keselntan, mencegah dan rrrnyerrbuhkan penyakit serta

memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat.

h. Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Profusi I(edokteran, Keperawatan dan

Tenaga Kesehatan [,ain.
i. Peserta Program Pendidikan adalah peserta didik Program Perrdidikan Profesi Dokter,

Program Pendidikan llmu Keperawatart Program Perrdidikan Profesi Keperawatan (Ners),
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Program Pendidikan trmu Gizi Kesehataru Program Perrdidikan Profesi Gizi @ietisien)
Fakultas Kedokteraru Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

j. Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang

dilakukan dengan merrerapkan metode ilmiah yang dilakukan oleh peserta Program
pendidikan

k. PengaMian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan,

te}mologi dan seni budaya langzung pada masyarakat secara kelembagaan melalui

metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharrra Perguruan Tingg serta tanggung jawab

yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat

memperaepat laiu pertumbuhan tercapainya tuiuart pembangunan nasional-

l. Pembelajaran Klinik adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen klinis serta zumber belajar

di lingkungan rumah sakit.
m. Dokter Penanggungiawab Pelayanan yang selaniutrrya disingkat DPIP adalah staf medis

rumah sakit yang bertanggungiawab atas pelayanan medis pasien yang Pengaturarurya
sesuai dengan perrugasan klinis (dinical appointment).

Pasal 2

Dasar dan Tuiuan

(1) Perjanjian kerja sama dilaksanakan berdasarkan atas saling membantu dalam bidang,

pendidikarg pelayanan kesehatan, perrelitian dan pengaMian masyarakat.

(2) Perjanjian keria sama ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pengalaman dan keterampilan peserta program pendidikan di PIHAK

KEDUA dAN PIFIAK KETIGA;

b. meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan PIFIAK KEDUA dan PIHAK

KETIGA dalam rangka pendidikan, pelayanan kesehataru perelitian, dan pengabdian

masyarakat untuk merringkatkan keselamatan dan kepuasan pasien;

c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan (profesionalisme) sumber daya manusia

PIHAK KEDUA dAN PIFIAKKETIGA;

d. membina hubungan profesional antara PARA PIHAK secerra institusional, sesuai aturan

yang berlaku.

Pasal 3

RuangLingkup

(1) Ruang lingkup perianiian keria sama ini meliputi bidang perrdidikag pelayanan kesehatan,

penelitia+ dan pengabdian masyarakat bag perdidilon profesi kedoktera& keperawatan

dan tenaga kesehatan lain s€rta bidang-bidang lain sepanlrng tidak menyimpang dengan

dasar tujuan perianiian keria sama.
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Pasal 4

Kewaiiban dan Hak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

a HaK PIHAK PERTAMA:

1. Mengirimkan Peserta Program Pendidikan di PIHAK KEDUA dalam rangka

pendidikar/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.

2. Mengirim Peserta Program Pendidikan untuk mengadakan penelitian di PIHAK

KEDUA dAN PIFIAK KETIGA.

3. Menggunakan fasilitas pendidikan seperti tempat untuk proses belaiar, perpustakaan,

fasilitas klinilq dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan.

4. Menggunakan fasilitas tempat di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk

menyimpan alat-alat kedokteran tertentu milik Fakultas guna menunjang praktek

Peserta Program Pendidikan.

5. Menetapkan tenaga ahlVspesialis dari PIF{AK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagai

dosen tidak tetap di PIHAK PERTAMA.

6. Mendapatkan laporan dari kegiatan pengiriman peserta didik serta hasil monitoring

dan supervisi dari PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban PIFIAKPERTAMA :

1. Menyelenggarakan orientasi bersefifikat berisi pelatihan dasar sesuai standar

Integrasi Pendidikan Kesehatan Dalam Pelayanan (IPKP)-

2. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap kegat"t pendidikan klinis di PIHAK

KEDUA dan PIFIAK KETIGA sesuai ketentuan

3. Menyediakan sarilur prasarana pendidikan di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA

yang diperlukan untuk praktik Peserta Program Perrdidikan.

4. Membantu mengenrbmgkan sumber daya manusia di PIHAK KEDUA dan PIHAK

KETIGA terutama tenaga professional nrelalui pendidikan dan pelatihan.

5. Melakukan penilaian dan perrbinaan terhadap Peserta Program Pendidikan.

6. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA nelakukan seleksi penerimaan tenaga dosen

PIFIAK KETIGA yang akan menfadi dosen tidak tetap PIHAK PERTAMA-

7 . Berkewaiiban menanggung biaya penyelenggaraan praktik klinik berupa honorarium

dosen pendidikklinik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hak dan Kewajiban PIFIAK KEDUA :

a. FIak PIHAK KEDUA :

1. Mengirimkan peserta program pendidikan ke PIHAK KETIGA dalam rangka

pendidikan atau peningkatan pengalaman dan keterampilan.

2. Mendapatkan kepastian tidak terganggunya pelayanan yang ada di PIFIAK KEDUA

atas pelaksanaan kerja sama ini terutama terhadap mutu dan keselamatan pasien.
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3. Menjaga keseimbangan rasio maksimal antara Peserta Program Pendidikan dan

dosen pembimbing dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendidikan profesi dokter Spesialis 1 : 3

b. Pendidikan profesi dokter 1 :5
c. Pendidikan profesi keperawatan 1 :5
d. Pendidikan tenaga kesehatan lainnya 1 : 7

4. Merrdapatkan laporan dari kegiatan pengiriman peserta didik dari PIHAK KETICA

5. Mendapatkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari PIHAK

PERTAMA.

6. Mendapatkan fasilitas penunfang kegiatan pendidikan dan penelitian dari PIHAK

PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku dan kesanggupan PIFIAK PERTAMA.

7. Memberikan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA atas tindakan peserta didik

yang melanggar peraturan yang berlaku di PIFIAK KEDUA sesuai ketentuan.

8. Mendapatkan honorarium dosen klinis dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan

yang disepakati PARA PIHAK.

9. Memberikan rekomendasi bagi tenaga di PIHAK KEIGA yang akan mengikuti

pendidikan Pascasarjana/per-rdidikan spesialis dan jenjang di atasnya di PIFIAK

PERTAMA.

10. Memberikan izin bagi Peserta Program Pendidikan yang akan melakukan penelitian

di PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Mengusulkan tenaga ahli/spesialis di PIFIAK KEDUA sebagai dosen tidak tetap di

PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

b. IGwajibanPIFIAKKEDUA :

1. Bersaru-sama dengan PIHAK PERTAMA mengatur peserta Program
pendidikan kepada PIHAK KETIGA.

2. Menugaskan supernisor dalam rangka p€ningkatan dan pengembangan pendidikan

di PIHAK KETIGA
3. Melalui koordinasi dengan PIFIAK PERTAMA secara reguler mengirimkan Peserta

dokter muda ke PIFIAK I(ETIGA untuk rrelaksanakan Fdidikan dengan zupervisi.

4. Mengirim zupervisor dan peerta program perrdidikan untuk mengadakan penelitian

atas persetuiuan PIHAK KETIGA

5. Memastikan seluruhdosenklinismemberikanpendampingan dansupervisi kepada

peserta program perdidikan selanra merrFlankan kegiatan pelayanan kesehatan,

pendidikao penelitian dan pengaMian di PIHAK KEDUA.

(3) Hak dan Kewaiiban PIFIAK KETIGA :

a. HakPIFIAKKETIGA:
1. Mendapatkan pengiriman peserta didik dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang

disepakati bersama.
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b. Kewajiban PIHAK KETICA :

1.. Menyediakan sararu dan prasarana pendidikan klinis bagi peserta didik selama

proses pembelaiaran di PIHAK KETIGA sesuai kemampuan.

2. Menyiapkan dosen klinis bagi peserta program pendidikan sesuai ketentuan yang

berlaku.

3. Memastikan seluruh dosen klinis memberikan pendampingan dan supervisi kepada

peserta program pendidikan selama menialankan kegiatan pelayanan kesehatan,

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KETIGA-

Pasal 5

Peningkatan Mutu Pelayanan dan Iftselanutan Pasien

di Runah Sakit

(1) Peserta didik datam melakukan proses pendidikan yang melibatkan pasien harus dalam

supervisi dosen klinis PARA PIFIAK.
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2- Merrdapatkan kepastian tidak terganggunya pel,ayarnn yang ada di PIFIAK KETIGA

atas pelaksanaan kerja sanra ini temtama tertradap mufu dan keselamatan pasien.

3. Menjaga keseimbangan rasio maksimal antara Peserta Program Pendidikan dan

dosen pembimbing dengan keterrtuan sebagai berikut:

a. Pendidikan profesi dokterSpesialis 1:3

b. Pendidikan profesi dokter 1: 5

c. Pendidikan profsi keperawatan 15
d. Pendidikan terraga kesehatan lainnya 1: 7

4. Mendapatkan peningkatan kompehrui sumber d.ya manusia dari PIHAK

PERTAMA dan PTFIAK KEDUA.

5. Mendapatkan fasilitas kegiatan pendidikan dan perrelitian dari PIFIAK

PERTAMA sesuai ket€ntuilt yangberlaku dan kesanggupan PIFIAK PERTAMA-

6. Memberikan rekomendasi kepada PIFIAK KEDUA atas tindakan peserta didik yang

melanggar peraturan yang berlaku di PIHAK KETIGA sesuai ketentuan.

7. Mendapatkan honorarium dosen klinis dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan

yang disepakati PARA PIFIAK.

8. Mendapatkan rekorrerrdasi dari PIHAK KEDUA bagi tenaga di PIFIAK KETIGA

yang akan mengikuti perrdidikan Pascasarianaipendidikan spesialis dan jenjang di
atasnya di PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

9. Memberikan izin bagi Peserta Program Pendidikan yang akan melakukan penelitian

di PIHAK KETIGA sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Mengusulkan t€naga ahlflspesialis di PIFIAK KETIGA sebagai dosen tidak tetap di

PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.



(2) PIHAK PERTAMA mem{asilitasi bahan habis pakai sararur pendidikan dalam rangka
menjaga mutu dan keselamatan pasien sesuai ketortuan yang berlaku.

(3) Dalam melakukan proses petayanan, pendidikaa penelitian dan pengabdian masyarakat
PARAPlFlAKharusmengedepanlsanprogrampeningkatan mutudankeselamatanpasien
sesuai ketentuan yang berlaku"

(4) Dosen klinis dan peserta didik dalam proses pelayarnn, pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat mengutamakan upaya merrjaga mutu dan keselamatan pasien
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Penelitian

(1) PARA PIHAK dapat saling mengirim peserta progmm pendidikan atau staf untuk
mengadakan penelitian di lokasi PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peneliti dari PARA PIFIAK harus mendapatkan ethiul clearance dari pihak yang berwenang
atas penelitian yang diialankarr.

(3) PARA PIHAK saling memberikan laporan penelitian.
(4) Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap perrelitian yang dilakukan peserta didik dan

staf diatur sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan peraturan perundangan yang
berlaku.

(5) Peneliti dari PIFIAK KEDUA dan PIFIAK KETIGA berhak mendapatkan hibah dana

penelitian sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 7

Prosedur Pelaksanaan

(1) ]enis program pendidikan serta iadwal pengirirnn peserta program pendidikan akan diatur
bersama lebih laniut oleh PARA PIHAIC

(2) lerris pendidikan/pelatilran dan jadwal perrgiriman tenaga medis, pararnedis, keteknisian
medis dan tenaga administrasi di rumah sakit serta hta cara perryelenggaraannya akan
diatur lebih laniutberdasarkankesepakatanbersarna anhra PARA PIHAK untuk setiap kali
penyelenggaraan.

(3) Penelitian sebagaimana dirnaksud pasal 6 ayat (2| harus merrdapadcan izin terlebih dahulu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) PIHAK KEDUA dan PIIIAK KETIGA memberitahukan secara tertulis kepada PIFIAK
PERTAMA sebelum merrgirim terraga medis, ketelrrisian medis dan
administrasi yang mengikuti pendidikan/pelatihan dari Fakultas-
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(5) PIHAK PERTAMA memberitahukan secara terhrlis ke PIHAK KEDUA sebelum mengirim

Peserta Program Pendidikan yang akan merrgikuti praktik untuk kemudian pelaksanaanya

diatur oleh PIFIAK KEDUA.

(6) Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalamrangl<a pelaksanaan pe{aniian keria sama ini

dilakukan dan dikoordinasi oleh Direktur, Direktur Utama dan Dekan.

Pasal 8

Pembiayaan

(1) Biaya pelaks€rnaan program pendidikan dan penelitian ditetapkan berdasarkan ketentuan

biaya yang berlaku di lingkungan keria PARA PIHAK-

(2) Tata cara pembayaran untuk peserta program pendidikan dibayar berdasarkan rincian biaya

yangtelah disepakati PARA PIHAKdanakandiatur kemudian dalam petuniuk pelaksanaan

kerjasama.

(3) PIHAK PERTAMA wajib membayarkan biaya Pendidikart Penelitian kepada PIHAK

KETIGA per triwulan.
(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA

paling lambat 1 (satu) bulan setelah rincian biaya diterima PIHAK PERTAMA, dan dibayar

melalui transfer ke nomor rekening PIHAK KETIGA.

(5) Nomor rekening PIHAK KETIGA :

bank : BANKIATENG
nomor rekening : 1-ffi9-0067G9

atas nama : BLUD RSD BAGAS WARAS KLATEN
NPWP : 75.89.751.9.525.000

(6) dalam hal timbul biaya transfer akibat perbedaan rekening maka biaya transfer tersebut

dibebankan kepada pihak penerima.

Pasal 9

IangkaWaktu

(1) Perjanjian keria sama ini berlaku untuk langka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak

ditandatangani oleh PARA PIFIAK dan dapat diperpanfang berdasarkan kesepakatan PARA

PIHAK.

(2) Pengakhiran perjanfian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk

menyelesaikan kewajiban yang sedang berialan.
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Pasal 10

Keria Sama dengan Pihak I^ain

PARA PIHAKdapatmengadakan kerja sama dengan pihaklainbaikseperti institusi pendidikan

atau non pendidikan dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan
profesi klinis di PIHAK KETIGA.

Pasal 11

Evaluasi Keria Sama

(1) Evaluasi pelaksanaankegiatan dimaksud dalam perianiian keria sama ini akan

dilakukan setiap 5 (enam) bulan oletr PARA PIFIAK

(2) Setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut aigunalon sebagai masukan bagi

perencanaan program kerla selaniutnya.

Pasal L2

Kerahasiaan

(1) PARA PIFIAK dapat saling memperoleh infornrasi hal-hal yang berhubungan

dengan pelaksanaan pe{aniian kerja sama rn+ dan hanya semata-mata digunakan untuk

kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tuiuan perianiian kerja sama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, PARA PIFIAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa

persetujuan tertulis dari PARA PIHAK walaupun perianiian keria sama ini telah berakhir.

Pasal 13

Korespondensi

(1) Setiap korespondensi, pemberitahuan, laporan, surat rrenyurat, atau komunikasi lainnya

harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim

secara pribadi atau dengan surat tercatat yang dialamatkan ke:

PIHAK KESATU Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan

Keperawatan Universitas Gadiah Mada

u.P.

Alamat
Telepon
E-mail

Wakil Dekan BidangAkademik FKKMK UGM
KPTLI, [. farmako Sekip Utara Yogyakarta

027+ffim
wd1.fk@ugnr-acid

PIHAK KEDUA Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradii Tirtonegoro
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u.P.
Alamat
Telepon
E-mail

Komkordik RSLIP dr. Soeradii Tirtonegoro
KRT dr. Soerdji Tirtorregoro No. 1 Klaten
0272-321424

PIHAK KETIGA Sakit jiwa Daerah dr. RM. Soediarwadi Provinsi

Pelayanan Medik RSD Bagas Waras

Ir Soekamo Kffi.2, Buntalan, Klaten

(2) PARA PIHAK waiib memberitahukan seic.ra tertulis kepada PIHAK lainnya apabila teriadi

perubahan alamat sebagaimarn dimaksud pada ayat (1).

(3) Segala akibat keterlanrbahn pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi

tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 14

SengketaMedis

(1) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang dituiukan kepada salah satu PIHAK atau

PARA PIHAK oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan

oleh peserta didik yang timbul akibat perianiian keria sama ini, maka PARA

PIHAK sepakat dan setuiu untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas

pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau

beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

(2) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang dituiukan kepada PIHAK KETIGA, oleh

karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter dengan

status kepegawaian PIFIAK KETIGA dany'atau oleh karena adanya dugaan kesalahan atau

kelalaian perawat atau tenaga kesehatan lainnya dengan status kepegawaian PIFIAK

KEIGAdalam rnenialankantugasnyayangtinrbul akibatpelaksanaan perianjian kerja sama

ini, maka PIFIAK KETIGA bertanggung jawab sec;rra penuh (tidak tanggung renteng

dengan PIHAK PERTAMA dan PIFIAK KEDUA) atas perrenuhan gugatan hukum tersebut

termasukbiaya yang timbul untukproses atauberacara dalammenghadapi gugatan hukum

tersebut.

(3) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang dituiukan kepada PIFIAK KETIGA oleh

karena PIHAK KETIGA tersebut diduga melakukan kesalahan atau kelalaian berkaitan

dengan kelaikan sarnna atau fasilit s, yang rnerrgakibatkan kerugian terhadap kesehatan

pasien atau orang lain atau rrembahayakan nyawa pasien atau orang lain di PIHAK

KEIGA yang timbul akibat pelaksanaan perjaniian kerja sama rn+ maka PIHAK

PERTAMA, PIHAK KEDU{ dan Peserta Didik tidak ikut bertanggung jawab sectra
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tanggung renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul

untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut'

(4) Pengertian gugatan hukum sebagaimana dimaksud pasal ini adalah termasuk bentuk

permintaan untuk merawat pasien.

(5) Bahwa Peserta Didik yang terlibat dalam perjanjian kerja sama ini, dianjurkan memiliki

asuransi profesi/asuransi tanggung gugat untuk mengantisipasi timbulnya gugatan hukum

dari salah satu PIHAK.

(6) Bahwa biaya untuk asuransi profesi/asuransi tanggung gugat sebagaimana dimaksud ayat

(5) tersebut di atat ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing PIHAK yang

bersangkutan.

Pasal 15

ForceMajewe

Forg Majeure adalah peristwa-peristiwa di luar kekuasaan PARA PIHAK yang meliputi dan

tidak terbatas pada kebakarary banjr, gempa bumr, badai topao tsunami, blokade, Peran&

pemogokarl kegaduhan masyaralcat yang tidak disebablen oleh kelalaian dari pihak yang

menuntut suatu keuntungan dari perjaniian kerja sama ini atau oleh suatu tindakan Penguasa

Sipilffiliter atau oleh suatu sebab di luar kekuasaan PIHAK yang terkena baik keadaan seruPa

atau tidak dengan sebab*ebab tersebut di atas, maka PARA PIHAK dengan niat baik dan demi

tercapainya dasar dan tujuan perjanjian keria sama ini sepakat untuk menyelesaikan secara

musyawarah dan mufakat.

Pasal 15

Penyelesaian Perselisihan

(1) Setiap perselisihan yang timbul dengan perianiian kerja sama ini

akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, maka ketiga

belah PIF{AKsepakatuntukmerryerahkanperryelesaiannya kepda kngadilan Negeri sesuai

kesepakatan.

Pasal 17

Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatu dalam perianiian keria sarrra ini maupun perubahan

yang perlu dilakukan terhadap perianiian keria sama ini, akan diatur kemudian atas dasar

pemufakatan bersama oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau

adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perianjian keria sama ini-
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Pasal 18

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum

yang sama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asli, rrnsing-masing sama bunyinYa, diatas kertas

bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh

PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Pusat

PIHAK PERTAMA
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan

Keperawatan Universitas Gadjah Mada,Tirtonegoro,

M.Kes Prof. dr. Ova PhD., SpOG(K)

Utama Dekan
/

PIHAK KETIGA
Rumah Sakit Daerah Bagas Waras

M.Kes.
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